NOTA KESEPAKATAN

KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HILIR
TENTANG
BANTUAN HUKUM DAN PERTIMBANGAN HUKUM

BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 3/NKB/I/HK-2018
NOMOR : B-33/N.4.15/gs.1/01/2018

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan

Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas
bertempat di Tembilahan (8-1-2018), kami yang

bertanda tangan ini :
. H.MUHAMMAD WARDAN t Bupati Indragiri Hilir, F-ovinsi Riau,

berkedudukan di Jalan Akasia No. 01
Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah Kabupaten Indragifi Hilir
Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomo: 131-14-6985

Tahun 2013, selanjutnya disebut sebagai PIHAK
PERTAMA.

II. LULUS MUSTOFA, SH, MH : Kepala Kejaksaan Negeri iadragiri  Hilir,
berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 05
Tembilahan Kota, bertindak untuk dan atas
nama Kejaksaan Negeri ludragiri  Hilir,
seianjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA .THAK terlebih
dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA adalah Pemerintah Daerah menurut Undang-Uncang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai unsur penyeienggara Pemerintahan
Daerzh  yang memimpin  pelaksanaan  urusan pemerintahan  yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

- PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian ya..g berdasarkan
Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dapat
bertindak untuk dan atas nama Negara (Pemerintah) di Bidang Hukum Perdata dan
Tata Usaha Negara, yang antara lain meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum
dan Tindakan Hukum Lain dengan tujuan melakukan penyelamatan atas keuangan/
kekayaan/ asset Negara.

- Bahwa dalam menghadapi masalah-masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan lerjasama yang
dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dalam Bidang Perdata dan Tata
Usaha Negara, dengan ketentuan sebagai berikut :
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BABI
Pasal 1
DASAR KERJASAMA

Nota Kesepakatan ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Indragiri Hilir, Dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera
Tengah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tantang Pembertukan Perundang-undangan;
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun

2010 jo Peraturan Jaksa Agung Nomor
009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
Indonesia;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : KEP-558/A/]JA/12/2003, tanggal 17 Desember
2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-157/A/JA/11/2012 tanggal
14 November 2012 tentang Administrasi perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten Indragiri Hilir

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir.

Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Indrag.ri Hilir dengan
Kejaksaan Negeri Tembilahan tentang Bantuan Hukum dan Pertimbangan Hukum
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 15/NKB/HK-2015 dan Nomor : B-
1755/N.4.15/GS.1/11/2015 tanggal 24 November 2015.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menangani bersama peny.lesaian masalah
hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi Pemerintah Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, baik di dalam maupun di luar Pengadilan.



BAB 111
RUANG LINGKUF
Pasal 3

um dan tindakan hukum lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha
Negara
BAB IV
PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA
Pasal 4
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Dalam menghadapi permasalahan hukum di Bj
PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun
tindakan hukum lajn kepada PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA bersedia
untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum
lainkepada PIHAK PERTAMA.

Untuk melaksanaken kegiatan berupa pemberian bantuan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), PIHAK PERTAMA terlebih dahulu  mengirimkan
Permohonan secara tertyljs kepada PIHAK KEDUA.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dinyatakan diterima oleh
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK
KEDUA.

dang Perdata dan Tata U.aha Negara,

hukum lain kepada PIHAK PERTAMA.

Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum, PIHAK PERTAMA «an PIHAK
KEDUA harus saling memberikan informasi d

menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.

Pasal 5

Dalam rangka penyelesaian permasalahan di Bidang Perdana dan Tata Us.uha Negara
yang dihadapi oleh PIHAK PERTAMA, PARA PIHAK dapat mengundang narasumber

untuk memberikan pengetahuan (knowledge) yang sesuai
permasalahan.

Pelaksanaan atas keten
PIHAK.

dengan materi

tuan ayat (1) pasal ini akan dikoordinasikan ar.ara PARA



BABYV
BiAyA
Pasal 6

Biaya yang timbuj sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama inj akan menjadi
beban dap tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

BAB VI
'I‘ANGGUNG JAWAB
Pasal 7

PARA PIHAK bertanggung Jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan
Wjuan Kesepakatan B

€rsama ini sesyaj dengan Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama dap
Peraruran Perundang—undangan.

1)° Kesepakatan Bersama inj berlakuy untuk jangka wakty 2

2) Dalam haj salah satu pihak berkeinginan untuk mem

3) Pengakhiran Kesepakatan Bersama inj pajk karena

4) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menimb

BAB VIl
KETENTUAN LAIN-LAWN
Pasal 9

1) Hal-hal yang dianggep perly dan belum diatur dalam"Kesepakatan Bersa

2)  Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Be,
penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk
mufakat sesuaj dengan peraturan perundang-:mdangan.



BAB Ix
tentuan Penutup
Pasal 10

Kesepakatan Bersama inj dibuat da!
mempunyaj kekuatan hukum yang

(satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA

disebutkan Pada bagian awa] Kese
Mmasing.




